Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Masalah grosse akta dalam penyelesaian kredit macet
Retno Moerniati, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui .ac.id/detail 7id=81099& | okasi=I okal

<b>ABSTRAK</b>
Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk
undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa
harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi
secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta
pengakuan hutang dan grosse akta hipotik sgja.

Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/11/Um. Tu/Pdt.
tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu
grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sgja. Dalam suatu grosse akta
tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

Inti persoalan yang timbul mengenai grosse aktaiaah :

1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar
sgjumlah uang tetentu;

2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam
rekening koran bank.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta
tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian
hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.

Sedangkan mengenal eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah
mempunyai peraturan yang lengkap, asal sgja dokumen-dokumennyatelah dibuat secara lengkap.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=81099&lokasi=lokal

